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Abgract: This study aims to determine the implementation of the 2019 New Student Admission
Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City and to find out the factors that
affect theimplementation of the 2019 New Student Admission Policy through the Zoning Path at
SMA Negeri 8 Pekanbaru City. This study usesaqualitative descriptive research method approach.
Primary datawere obtained directly throughinterviewsfrominformants, namely the Riau Provincia
Education Office, Public Relations of SMAN 8 Pekanbaru, teachers of SMAN 8 Pekanbaru, and
parents of students. The results of this study indicate that the implementation of the 2019 New
Student Admission Policy through the Zoning Path at SMA Negeri 8 Pekanbaru City isgood and
is in accordance with the regulatory references and implementation guidelines. The factors
influencing the policy are appropriate as they should be.

Abstrak: Pendlitianini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi K ebijakan Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 K ota Pekanbaru serta M engetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi K ebijakan Penerimaan PesertaDidik Baru Tahun
2019 Melalui Jalur Zonas di SMA Negeri 8 K otaPekanbaru. Penelitianini menggunakan pendekatan
metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari
informan, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Humas SMAN 8 Pekanbaru, guru SMAN 8
Pekanbaru, dan orang tua peserta didik. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa I mplementasi
K ebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota
Pekanbaru sudah baik dan sesuai acuan Peraturan dan petunjuk pel aksanaan. Faktor-faktor yang

mendorong kebijakan sudah sesuai sebagai mana mestinya.

Katakunci: Implementas kebijakan, jalur zonali, pesertadidik

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sektor penting dalam
kehidupan manusia. Untuk itu berbagai upaya
dalam peningkatan kualitas pendidikan dilaku-
kan pemerintah. Ha ini puntelahdijamindadam
sistem perundang-undangan. Undang — Undang
Dasar (UUD) NegaraRepublik IndonesaTahun
1945 dinyatakan bahwasal ah satu tujuan Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adal ah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kuditaslayanan pendidikandapat ditunjukkan
dengan peningkatan mutu pendi dikan dan pem-
baharuan sistem pendidikan. Peningkatan laya
nan pendidikan merupakan salah satu faktor
penting untuk mewujudkan pendidikan yang
berkualitas. Sa ah satu upayadalam meningkat-
kan kuditas pendidikan yaitu dengan meldui pe-
merataan pendidikan. Perbaikan sstem pendidi-
kan nasiond dapat dilakukan medui peningkatan
kuditas secaraumum dan menyel uruh maupun
secarakhusus bagi sekolah-sekolah agar bisa
memiliki kesetaraan kualitas.
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Pembaharuan sistem pendidikan yang
dilakukan pemerintah adalah dengan mengd uar-
kan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Republik IndonesiaNomor 20 Tahun
2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Mene-
ngah Atas, Sekolah Menengah K gjuruan, atau
Bentuk Lainyang Sedergjat. Kebijakan Jaur Zo-
nasi yang harus diterapkan ol eh setiap satuan
pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB).

Jaur zonas merupakan sebuah kriteriautama
dalam sistem Penerimaan PesertaDidik Baru
(PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara
tempat tinggal caon pesartadidik dengan satuan
pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian
Nasional sebagai manaketentuan sebelumnya.
Jalur zonasi jugamerupakan salah satu strategi
percepatan pemerataan pendidikan yang ber-
kuditas, sertamel ayani kelompok yang rentan
danterpinggirkan.
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Tujuan penerapan jaur zonasi dalam Pe-
nerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) ini adaah
untuk menjamin pemerataan akses|ayanan pen-
didikan bagi sswa, mendekatkan lingkungan se-
kolah dengan lingkungan kel uarga, menghilang-
kan eksklusivitasdan diskriminasi di sekolah,
khususnyasekolah negeri, sertamembantu ana
lisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru
(Sumber: kemdikbud.go.id). Muhadjir Effendy
menyampaikan, sistem zonasi ini merupakan
upayapemerintah ddamhd pemerataan kualitas
pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indo-
nesa

Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Ke-
budayaan tersebut padapd aksanaannyamenim-
bulkan pro dan kontra. Banyak orang tuadari
pesertadidik baruyang belum mengetahui dan
memahami mengenal aturan zonad pesertadidik
baru. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan
secaraoptimal sosiaisas kepadamasyarakat
terutamakepada orang tuapesertadidik baru
terkait aturan zonasl tersebut, sehinggameng-
akibatkan orang tuapesertadidik baru kebingu-
ngan padasaat mendaftarkan anak-anaknyake
SMA/SMK Negeri dan orang tuaingin anak-
anaknyabisamasuk sekolah favorite, sedangkan
pemerintah sudah membuat program rujukan
nasond, dantidak add agi sekolah-sekolahfavo-
rite.

Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA
Negeri 8 Pekanbaru Tahun Ajaran 2019/2020
diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
K ebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan K ebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Mene-
ngah Pertama, Sekolah Menengah Atasdan Se-
kolah Menengah Kguruan atau bentuk lainyang
sedergat. Terdapat 3(Tiga) jalur daam PPDB
yatuJadur Zonas yang didasarkanindikator zona
jarak tempat domisili, Jalur Prestasi yang di-
dasarkan padaZonajarak domisili dan prestas,
dan Alasan khusus bagi siswa/i orang tuanya
beprofes sebagai PNS/TNI/POLRI yang ber-
tugastidak berdasarkan domisili.

PadaTahun 2019 SMA Negeri 8 Pekanbaru
menerapkan kebijakanjaur zonas sebagal salah

satu kriteria utamadalam sistem Penerimaan
PesertaDidik Baru (PPDB). Dengan ketentuan
jaur pendaftaran Penerimaan PesartaDidik Baru
SMA Negeri 8 Pekanbaru Tahun 2019 yaitu 80%
berdasarkan Zona, 15 Berdasarkan Prestas dan
5% Berdasarkan Alasan Khusus.

Jumlah SMA Negeri yang adadi kota Pe-
kanbaru tergolong sedikit sekali dibandingkan
dengan banyaknyajumlahlulusan SMPyangada
di kotaPekanbaru. Dayatampung SMA/SMK
negeri hanyamemiliki dayatampung 40% dari
lulusan SMP, sehinggaada60% yangtidek bisa
ditampung. Kondis ini terjadi disekolah yang
penduduknyapadat, sehinggadayatampungnya
membludak salah satunyaSMA Negeri 8 Pe-
kanbaru dimanaterdapat 8 kel urahan yang me-
rupakan zonas dari SMA Negeri 8 Pekanbaru..

Nugroho (2003) mendefinisikan bahwa
implementas kebijakan padapring pnyaadaah
caraagar sebuah kebijakan dapat mencapal tu-
juannya. Untuk mengimplementas kan kebijakan
publik, makaadaduapilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program-programatau mdaui formulas
kebijakan derivate atau turunan kebijakan publik
tersebut. Selain itu menurut Edwards 11 me-
ngatakan bahwaddamimplementas kebija-kan
ada empat faktor yang menentukan keber-
hasilanimplementas, yaitu Komunikas (Tran-
smid, KgelasandanKonsgens), Sumber Daya
(Staff, Wewenang dan Fadilitas), Disposis (Pe-
mahaman Pdlaksana, arah respon pelaksanadan
insentif pelaksana), dan Struktur Birokrasi.

Terkait dengan tindakan, maka tindakan
yang dimaksud adal ah mencakup usaha-usaha
untuk mengubah keputusankeputusan menjadi
tindakan operasiond daam kurunwaktu tertentu
maupun daam rangkamel anjutkan usaha-usaha
untuk mencapal perubahan-perubahan besar dan
kecil yang ditetapkan ol eh keputusankeputusan
pel aksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa
tahap implementas pelaksanaantidak akandi-
mula sebel um tujuan-tujuan dan saran ditetgpkan
atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan
pel aksanaan. Dengan demikian, tahap imple-
mentas terjadi hanya setelah undang-undang
ditetgpkan dan danadi sediakan untuk membiaya
implementas pelaksanaan tersebut.
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Dari beberapapengertian tentang kebijakan
yang teah dikemukakan ol eh paraahli tersebut,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
hakekatnya studi tentang policy (kebijakan)
mencakup pertanyaan what, why, who, where,
dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut
tentang masd ah yang dihadapi |lembaga-lembaga
yang mengambil keputusan yang menyangkut i,
cara atau prosedur yang ditentukan, strategi,
waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
Kebijakan publik berarti pemanfaatan yang
strategisterhadap sumberdaya-sumberdayayang
adauntuk memecahkan masaah-masd ah publik
atau pemerintah

METODE

Jenispenelitian yang digunakan adal ah pe-
nelitian deskriptif kuaitatif. Alasan penulisme-
nggunakan metodeini adal ah bertujuan untuk
menganalisadan menggambarkan bagaimana
fenomena tentang Implementasi Kebijakan
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019
Melaui Jalur Zonas di SMA Negeri 8 kota
Pekanbaru dan melihat sertamendeskripsikan
implementasi yang dilakukan SMA Negeri 8
Pekanbaru tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru Jdu Zonas sesual intruks peraturanyang
berlaku.

Lokas penditian beradadibeberapalokas
yaitu Dinas Pendidikan Provins Riau, SMA
Negeri 8 KotaPekanbaru. Sedangkan data se-
kunder berasal dari dokumen mengena Pene-
rimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 ber-
dasarkan jalur zonas . Informan pendlitian yang
dipilih adalah WakaHumas SMA Negeri 8 Pe-
kanbaru, Guru SMA Negeri 8 Pekanbaru,
K epala Bagian Pendaftaran Dinas Pendidikan
Provins Riau, Siswadan orangtuasiswa. Pe-
ngumpul an datapend itian menggunakan tekhnik
pengamatan/observasi, wawancaradan doku-
mented.

HASIL DAN PEMBAHASAN
I mplementad K ebijakan Penerimaan Peserta
Didik Baru Mealui Jalur Zonasi

K ebijakan Penerimaan PesertaDidik Baru
jaur zonas yang saat ini diterapkan olen SMA
Negeri 8 Pekanbaru mendapatkan berbagai

respon baik pro dan kontra. Beberapasiswali

dan orangtua yang berada di Zonasi SMA
Negeri 8 Pekanbaru merasakan kebijakanini

menguntungkan, namun jugamerugikan bagi

siswali dan orangtuayang berprestasi namun
tidak berada di radius zonasi SMA Negeri 8
Pekanbaru. K ebijakan PPDB Zonasi ini juga
mel unturkan status-status sekol ah-sekolah favo-
rite dan unggulan yang selama ini dicap di

beberapa sekolah termasuk SMA Negeri 8Kota
Pekanbaru.

Sesuai dengan kebijakan baru yang
menergpkan Penerimaan Pesertadidik barujaur
zonas SMA Negeri 8 Pekanbaru pun harus
melaksanakan sistem zonasi. Selamaini SMA
Negeri 8 Pekanbaru dikena sebagal salah satu
sekolah unggulan dan favorite. Sistem pene-
rimaan siswa baru berdasarkan tahapan yang
dilakukan dari nila hasil ujian sekolah, prestas
akademik dan non akademik, sertatestertulis.

Jaur Zonas ini mengatur bahwayang akan
menjadi calon pesertadidik baru di SMAN 8
Pekanbaru add ah pesartadidik yang berdomisii
beradaradius terdekat dari SMAN 8 Pekan-
baru. Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru dipe-
roleh datayang menyebutkan bahwapenerima
siswatahun pelgjaran 2018/2019 adalah 382
siswa. Adapun sebaran zonasi domisili calon
pesertadidik baru SMAN 8 Pekanbaru tersebut
addah:

Kd.CintaRga
Ke. SukaMau
Ke. Smpang Empat
Kd. Jadi Rgjo (RW 4)
Kel. Wono Rgo (RW 1dan5)
Kel. Tengkerang Selatan
Kel. Tangkerang Labuai
Kel. Tangkerang Utara

Mekanisme dan petunjuk pelaksanaan
pesertadidik barutelah diatur diddam peraturan
menteri tersebut. Sehingga, pihak sekolahtinggd
mel aksanakan kebijakan penerimaan peserta
didik baru berdasarkan zonasi ini sesua dengan
yang tel ah di perintahkan. Adapun mekanisme
dan Persyaratan dalam PPDB jalur zonasi ini
add ah sebagai berikut:
(1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan

mekanisme: a. dalam jaringan (daring); atau

=R N =
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b. luar jaringan (luring).

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya
dapat menggunakan salah satu jenismeka-
nisme

(3) Pelaksanaan PPDB diutamakan mengguna
kan mekanismeddam jaringan (daring).

(4)Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan
melaui mekanismedalam jaringan (daring),
maka PPDB dilaksanakan melalui meka-
nismeluar jaringan (luring).

Adapun Persyaratan Pendaftaran Peserta
didik:

1. Domisili calon pesertadidik sebagaimana
dimaksud padaayat (1) berdasarkan damat
padakartu keluargayang diterbitkan paling
lambat 6 (enam) bulan sebel um pelaksanaan
PPDB.

2. Persyaratan calon pesertadidik baru kelas
10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain
yangsedergat: a berusapaingtinggi 21 (dua
puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB
SMP atau bentuk lain yang sedergjat; danc.
memiliki SHUN SM P atau bentuk lain yang
sedergjat.

3. SMK bidang keahlian/program keahlian/
kompetens keahlian tertentu dapat menetap-
kan tambahan persyaratan khusus dalam
penerimaan pesertadidik baru kelas 10 (se-
puluh).

Disamping mekanisme Penerimaan pesarta
didik baru yang berubah sesuai dengan ke-
bijakan, kondis lain pun dengan otomatis akan
mengalami perubahan seiring dengan diimple-
mentasikan PPDB jaur zonad ini. Imagesekolah-
sekolah yang sebelumnya menjadi sekolah
favoriteyang diisi oleh pesertadidik yang ber-
prestasi akan menjadi merata. Pada saat ini
pesertadidik yang masuk sesuai dengan jalur
zonasi lebih bervariatif, terdapat pesertadidik
yang berkemampuan baik dan terdapat pula
peserta didik yang kemampuannya cukup.
Dengan keadaan tersebut terdapat duakeadaan
yang terjadi, keadaan pertamaadal ah bagi pe-
serta didik baru yang memiliki kemampuan
cukup akan meningkatkan motivas belgarnya
dengan tenagapenggjar dan fasilitasyang baik
tersebut sehingga semakin mengasah kemam-
puan pesertadidik tersebut. Sedangkan keadaan

kedua justru sebaliknya, peserta didik yang
hanyamemiliki kemampuan cukup harus me-
nyesuakan diri denganlingkunganyang menuntut
harusmemiliki kemampuanyangbaik. Sehingga
jikatidak memiliki kemampuan dengan sen-
dirinyaakan membuat peserta didik tersebut
mengundurkan diri dari SMAN 8 Pekanbaru.
Menurut penulis, mengenal implementas
kebijakan secara umum sudah dilaksanakan
sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk
pel aksanaan yang sudah ada sedetail-detailnya
didalam acuan dasar Peraturan Menteri beserta
turunannya. Namun ada beberapa persoalan
yang muncul karena pertimbangan yang kurang
dari pembuat kebijakan sehinggakedepan harus
segeradiperbaiki agar tidak merugikan terhadap
objek dari kebijakan tersebut. Penulis juga
melihat bahwakebijakan zonas ini memang me-
miliki dampak dari Ss positif dan negatif.
Dampak positif dari kebijakan adalah sama
hal nya dengan yang disampaikan oleh informan
V bahwadenganjalur zonasi ini, pesertadidik
yang bertempat tinggal dekat dengan SMAN 8
Pekanbaru akan memudahkan anak-anak dalam
akseskesekolah. Sdanjutnya, dengan zonayang
dekat akan memudahkan paraorang tuauntuk
melakukan kontrol terhadgp anaknya. S pogitif
selanj utnyaadd ah dengan masuknyaanak-anak
ke SMAN 8 Pekanbaru, tentunya akan me-
ningkatkan kemampuan bagi anak-anak yang
memiliki kemampuan dan kompetensi cukup
dikarenakan segala sumber dayayang adadi
SMAN 8 Pekanbaru mendukung hal tersebut.
Dari segi negatifnya, bagi anak-anak yang
memiliki kemampuan cukup sdanmeningkatkan
motivasi hal sebaiknyapun akanterjadi yaitu
menjadi tekanan terhadap diri mereka yang
merasadan mendapatkan nilal yang tidak baik.
Sehingga tekanan tersebut akan mejadikan
pesertadidik down, bahkan jugaadayang sam-
pai mengundurkan diri karenatidak siap untuk
menghadapi tekanan tersebut. Tentunyahd ter-
sebut kembdi lagi kepadaorang tua, pesartadidik,
hingga tenaga pengajar untuk menciptakan
kondis yang bisameningkatkan gairah belgjar
dari parapesertadidik untuk menghasilkan gene-
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rad yang bermutu. Sehinggadengan adanyaja ur
zonad ini dihargpkenakenmendptakan hd tersebut.

Tujuan dari kebijakanini dibuat add ah untuk
melakukan pemerataan pendidikan tanpamem-
bedakan status sekolah. Namun penulismemiliki
pandangan berbeda jika dikatakan sebagai
pemerataan terutama untuk kemajuan pendi-
dikan. Penulis melihat memang adabenarnya,
namun jaur zonad ini lebih menekankan kepada
pemerataan pel uang yang didapat bagi peserta
didik untuk mengenyam pendidikandi SMAN
8 Pekanbaru yang dahulunyatermasuk kategori
sekol ah unggulan dengan tenagapenggar yang
baik danfagilitasyanglengkeap. Sedangkan untuk
pemerataan pendidikan secarafisik, baik tenaga
pengajarnya, hinggafasilitasnyamasih sangat
jauhjikaingin melakukan pemerataan dengan
hanya mengacu pada aturan zonasi. Tenaga
penggar hinggafaslitissmerupakandemenyang
sangat penting untuk dilakukan pemerataan agar
semua peserta didik merasakan pengalaman
belgjar yang sama ataupun tidak jauh perbe-
daannya. Sehinggaa angkah baiknyapemerintah
fokus terhadap pemerataan tenaga pengajar
hinggafasilitaskesal uruh sekolah di Indonesia
agar menghasilkan generasi-generasi yang
berkualitas.

Pesertadidik baru tahun 2019 berjumlah
399 peserta didik baru. Dengan rincian jalur
zonas radius500 meter berjumlah 96 orang, luar
radius 500 meter 267 orang danjalur lain ber-
jumlah 36 orang. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Guru,
siswa dan orang tua peserta didik sebagai
narasumber penulismenganalisabahwa, secara
prosedur pel aksanaan sudah dil aksanakan sesua
dengan petunj uk pe aksanaan yang dengan detall
sudah di tuangkan didalam peraturan menteri
bersertaturunanannyabaik peraturan gubernur
dan lain-lainnya. Permasalahan yang terjadi
adal ah banyak masyarakat yang tidak secara
utuh menerimainformasi mengena prosedura
dan mekani sme penerimaan pesertadidik baru
tahun 2019 yang menerapkan jalur zonasi se-
hinggamenghasilkan berbagai informas yang
tidak sesuai ditengah-tengah masyarakat.

Faktor yang M empengar uhi Implementas
K ebijakan
Komunikas

Berdasarkan hasil wawancaradengan nara-
sumber penulismengendisabahwakomunikas
dari pelaksanalnformasi mengenai kebijakan
terbaru terkhusus kebijakan PPDB jalur zonas
sangat penting untuk diinformasikan kepada
masyarakat apa agi menyangkut hal-ha teknis.
Penulismelihat bahwainformasi PPDB jalur
zonas sudah dimuat dibeberapamediamilik
SMAN 8 Pekanbaru. Mulai dari websitehingga
mediasosia lainnyasudah memuat informasi
seputar PPDB jaur zonad . Sehinggamasyarakat
yang membutuhkaninformas tersebut diharap-
kan sela u mel akukan pembaharuan informasi
yang ada. Masyarakat dapat melihat informasi
tersebut dengan mengakses situswebsite dan
mediasosid milik SMAN 8 Pekanbaru. Namun
ternyata, masih terdapat beberapamasyarakat
yang belum mengetahui pesyaratan lebih rinci
terkait PPDB Jaur zonas ini. Masyarakat tidak
|ebih dahulu membacaaturan secarautuh kemu-
dian membuat penafsiran sendiri. Penyebaran
informasi yang aktif danjugainformasi yang
dikemasharus praktisdan mudah dipahami oleh
masyarakat harus dilakukan oleh SMAN 8
Pekanbaru. Karena memang, tidak mungkin
semuamasyarakat memiliki waktu untuk mem-
baca peraturan menteri tersebut.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Narasumber dan datasekunder, Dalam tatanan
sumber daya manusia tentunya diurutkan
berdasarkan tingkatannya, tingkatan yang
pertamayang adadi SMAN 8 Pekanbaru yaitu
kepalasekolah sampai guru dan staffnya. Me-
reka inilah yang nantinya bertindak sebagai
pemeran utamada am mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya
kebijakan PPDB Zonasi. Kepaa sekolahh
bersamaperangkat sekolah lainnyaharussaling
bersinergi dan bahu-membahu dalam pelak-
sanaan kebijakan sehinggatercapail ah tujuannya
SMAN 8 Pekanbaru sendiri dengan status
sebe umnyasebagal sekolahfavorit hinggamas-
yarakat menganggap sebagai sekolah titisan
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internasond, tentunyamemiliki pengdamanyang
cukup baik sehinggamampu mencapa prestas
tersebut. Dengan predikat sekolah titisan inter-
nas ona sudah barang tentu segalasumber daya
yang tersediasangat mendukung sehinggamen-
dapatkan predikat tersebut. Dengan fasilitas
tersebut, bukan hanyakegiatan PPDB yang akan
berjalan dengan baik, perihal meningkatkan
prestas pesertadidik pun sudah sangat memeadai.
Fasilitasyangtersediadi SMAN 8 Pekanbaru
adalah ruang belgar, Laboraturium, fasilitas
olahraga, perpustakaan dan ruang UKS.

Sikap Aparatur Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancaea dengan
Narasumber penulismengandisabahwaBirokrat
menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan
kebijakan dan berhubungan langsung kepada
masyarakat. Penyampaianinformas yang baik
kepadamasyarakat mengenal PPDB zonas akan
menghasilkan feedback yang baik juga dari
masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan
PPDB Jdur Zonas akan terlaksanadengan bak.
Bagi SMAN 8 Pekanbaru yang mengatur
pengangkatan birokrat menjadi wewenang dari
Dinas Pendidikan, namun beberapa juga di-
angkat ol eh K epalasekolah sesual dengan ke-
butuhannya. Sikap yang baik dari pelaksana
kebijakan, yang mampu dengan tenang meng-
hadapi permasal ahan yang terciptadan berbaga
protesdari masyarakat sehinggaakan memberi
pel ayanan terbaik kepadamasyarakat dan mem-
berikan penjel asan yang sesuai dengan aturan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Informan penulis menganalisabahwa Sebagai
manayang kitaketahui, SMAN 8 Pekanbaru
yang bergatus sekolah negeri tentu yang memiliki
wewenang terhadap pembentukan struktur
birokrasinyaadal ah Dinas Pendidikan Proving
Riau. Dinas Pendidikan yang dapat mengganti
kepa asekol ah, hingga perpindahan guru-guru
yang bergtatus pegawal negeri sipil. Perpindahan
guru-guru tidak didasarkan ataskehendak Dinas
Pendidikan sgja, namun juga sesuai dengan
keinginan dari masing-masing guru.

Disamping itu, SMAN 8 Pekanbaru pun

memiliki wewenang dalam merekrut kebutuhan
dari kekurangan sumber daya manusianya.
Berbeda dengan guru dan staff yang berstatus
pegawa negeri Spil, staf adan guruyang direkrut
olehinternd SMAN 8 Pekanbaru akan mengis
kekurangan yang ada dengan status honor atau
kontrak. SMAN 8 Pekanbaru juga memiliki
wewenang dalam membentuk panitia Peneri-
maan Peserta Didik Baru. Panitiaini sendiri
diambil dari staff dan guruinternal atau yang
sudah ada, bukan merekrut dari luar staff dan
gurudari luar lingkungan SMAN 8 Pekanbaru.
Berikut ini struktur birokras SMAN 8 Pekan-
baru.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penerimaan Pe-
serta Didik Baru Tahun 2019 Melaui Jalur
Zonas di SMA Negeri 8 K otaPekanbaru sudah
bak. Meskipun dika angan masyarakat berpan-
dangan bahwaakan menghasilkan kecurangan-
kecurangan, nyatanyasesua dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 ten-
tang penerimaan pesertadidik baru padataman
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, sekolah menengah atas, sekolah mene-
ngah kejuruan, atau bentuk lain yang sedergjat
beserta turunannya sudah diatur mengenai
petunjuk pel aksanaan. Sd ah satu teknis pel ak-
sanaannya adalah persyaratan yang menjadi
acuan dalam penilian zonas pesartadidik addah
Kartu Keluargadengan lamaterbit minimal 1
tahun atau Kartu Keluargayang baru terbit di-
karenakan terdapat perubahan namun dengan
surat keterangan yang menunjukan bahwa
memang pada kartu keluar tersebut terdapat
perubahan. Tidak menjadikan surat keterangan
domisili sebaga pedoman dalam penentuan zon
pesartadidik. Sehinggaakan meminimalisir se-
gala tindakan yang akan mengarah kepada
kecurangan.

Faktor yang mempengaruhi Implementas
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun 2019 Mddui Jdur Zonas di SMA Negeri
8 Kota Pekanbaru berdasarkan edward 111
terdapat beberapaindikato yaitu Komunikasi,
Sumber dayar, Disposis dan Struktur Birokras.
Komunikas penulisbagi menjadi dua, pertama
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komunikasi kebijakan kepadamasyarkat yang
sudah dilakukan dengan penyebaran informas

melalui media cetak dan media elektronik.

Masyarakat dapat melihat informas PPDB jaur
zonas dari Koran, website SMAN 8 Pekanbaru
dan media sosial lainnya. Kedua adalah
komunikasi Kebijakan kepada pel aksana/
implementor, komunikas ini sudah dibangun
melaui diskusi-diskusi dan Briefing sebelum
implementas sehinggasetiap € emen mengetahu
dan mengerti tanggung jawabnya. Indikator
selanjutnyaadal ah Sumber daya, sumber daya
jugapenulisbagi menjadi duabagian. Pertama
sumber daya manusia, sumber daya manusia
yang adadi SMAN 8 Pekanbaru sudah sangat
ba k 50 me aksanakantugas PPDB jaur zonas

sesual dengan aturan dan petunjuk pel aksanaan
yang berlaku. K eduasumber dayapendukung
teknis, segala fasilitas yang adadi SMAN 8
Pekanbaru sudah sangat memadai, baik untuk
pel aksanaan PPDB Zonasi maupun K egiatan
belgar menggjar. Indikator selanjutnyaadalah
Digposis, berkaitan dengan skap parape aksana
kebijakan. SDM di SMAN 8 Pekanbaru
mel aksanakan tanggung jawab masing-masing,
dengantel ah dil aksanakan tanggung jawab maka
pel aksanapun harusdiberikan motivas-motived.
Setigp panitian pe aksanaPPDB akan diberikan
insentif perharinya. Indikator terakhir adalah
struktur birokrasi, SMAN 8 Pekanbaru sudah
memiliki struktur birokrasi yang jelas. Mddui

struktur organisasi ini akan jelas pembagian-
pembagian tugas masing masing tingkatan dari

kepa asekolah sampal staff pendukung kegiatan
SMAN 8 Pekanbaru.
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